BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase
tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-Daerah untuk memadai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.
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10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana

(1)

(2)

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp
2.844.197.735.477,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.818.804.666.873,00
b. Belanja Daerah Rp2.844.197.735.477,00
Defisit Rp(25.393.068.604,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. penerimaan Pembiayaan Rp25.393.068.604,00
2. pengeluaran Pembiayaan Rp0,00
Pembiayaan netto Rp25.393.068.604,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp2.818.804.666.873,00 yang bersumber dari:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4
Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp445.660.316.671,00, yang
terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp212.452.542.278,00.

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp37.469.307.969,00.
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp7.465.542.192,00.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.272.924.232,00.

Pasal 5
Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.327.987.871.318,00
terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.217.682.949.000,00
berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa;

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.304.922.318,00, berasal
dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.156.478.884,00
yang terdiri atas:

a.pendapatan hibah;
b.pendapatan darurat; dan

c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00.

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp45.156.478.884,00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp2.844.197.735.477,00 yang terdiri atas :

a
b.
c
d

belanja operasional;
belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.
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Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp2.190.614.175.124,00 yang terdiri
atas :

a. belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d.belanja subsidi:

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.385.522.463.214,00.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp716.378.044.660,00.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp82.537.982.250,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp6.175.685.000,00.

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp130.923.853.353,00 yang terdiri atas :
belanja modal tanah;
belanja modal peralatan dan mesin,;
belanja modal bangunan dan gedung;
. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja aset tetap lainnya;
belanja aset lainnya.

mo a0 T

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp0,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.061.504.454,00.

Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.696.129.750,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.810.398.283,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.901.820.866,00.
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(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp454.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf cdirencanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.

Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp492.659.707.000,00 yang terdiri
atas :
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp14.658.000.000,00.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp478.001.707.000,00.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan daerah terdiri atas :
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp25.393.068.604,00, yang
terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

=, 0

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp25.393.068.604,00.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
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Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembayaran cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo;
d. Pemberian Pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang
Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Belanja Daerah  mengakibatkan  terjadinya  defisit sebesar
Rp(25.393.068.604,00).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp25.393.068.604,00.
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Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025,
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kuningan, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a.

Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja,
Dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Organisasi;

Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan
Beserta Sub Keluaran;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan  Keterpaduan Urusan
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. Dalam
Pemerintahan Daerah dan Fuggmara;
Kerangka Pengelolaan Keuangan Neg M

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemgl%%ag /RPD
g Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada

dengan Rancangan APBD; sub
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan

an
Kegiatan pada RKPD dan PPAS Deng

Peraturan Daerah Tentang APBD;

: jonal
i. Lampiran IX : Sikronisasi Program I;nor'}rt{a; Nas
dengan Program Priori'gas rovinsi; or
J Lampiran X : Daftar jumlah pegawal per golongan dan P
jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
Pasal 18

Bupati Kuningan menetapkan Peraturan Bupat'i tentang Penjab.ar a:l
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasion
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
ogal 84 Desember 2024

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

KRETARIS DAERAH
E_Ig\KUNINGAN,
7

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR &
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
C7/237 /4024 )
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